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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep fikih minoritas sebagai sebuah inovasi
ijtihad di abad modern dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh umat
Islam yang tinggal di negara-negara yang berpenduduk mayoritas non muslim. Penelitian ini
berbentuk /brary research (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan deskriptif analisis. Sumber
data penelitian ini adalah buku dan artikel-artikel yang terkait dengan tema pembahasan. Dari
pembahasan dapat disimpulkan bahwa Fikih minoritas merupakan inovasi dalam berijtihad
tentang berbagai problemtika yang dihadapi muslim yang hidup di tengah mayoritas non-muslim.
Fikih ini bertujuan untuk menjembatani antara hukum Islam secara umum dengan probematika
yang dihadapi di lingkungan mayoriats non muslim. Sehingga mereka dapan menjalankan prinsip-
prinsip ajaran islam secara substansial dan hidup berdampingan dengan mayoriats non muslim.
Produk ijtihad fikih minotitas terkadang berbeda dengan konsep fikih yang berlaku secara umum,
seperti dalam hal kebolehan memakan sembelihan non muslim, menerima warisan dari non
muslim, mempertahankan pernikahan dengan non muslim serta mengucapkan selamat hari raya
bagi umat beragama lain.

Kata Kunci: Fikih, Minoritas, Ijtithad, Non-Muslim

Abstrak: This study aims to examine the concept of minority figh as an innovation of ijtibad in the modern era
in solving various legal problems faced by Muslims living in countries with a non-Muslim majority population.
This research is in the form of library research with a descriptive analysis approach. Sources of research data are
books and articles related to the theme of the discussion. From the discussion it can be concluded that minority
Figh is an innovation in making ijtibad regarding varions problems faced by Muslims who live in the midst of a
non-Muslin majority. This figh aims to bridge the gap between Islamic law in general and the problems faced in
non-Muslim majority circles. So that they can carry out the principles of Islamic teachings substantially and coexist
with non-Muslim majority. The products of ijtihad figh minotitas sometimes differ from generally accepted figh
concepts, such as in terms of the permissibility of eating slanghtered non-Muslims, receiving inberitance from non-
Muslims, maintaining marriages with non-Muslims and wishing happy holidays to other diverse people.
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PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah populasi umat Islam
di negara-negara barat merupakan realitas yang
perlu disyukuri. Ketua Union of Islamic
Organization in Europ (UIOE) memperkirakan
ada 15,48 juta muslim yang hidup di Eropa
Barat. Populitas merek sudah mencapai 4,5 %
dari total pendudud yang tinggal di sana. Di
Ametrika, The Council on American Islamic Realtion
(CAIR) memperkirakan jumlah muslim sudah
mencapai 6 sampai 7 juta orang (Fishman,
2006). Kebanyakan mereka merupakan
imigran yang dari generasi ke genrasi telah
memiliki status kewarganegaraan di negara
tempat mereka tinggal. Di sisi lain jumlah
penduduk asli yang masuk agama Islam juga
kian bertambah.

Sebagai penduduk minoritas, umat Islam
di negara-negara barat memiliki berbagai
tantangan dalam menjalankan ajaran agama.
Tantangan tersebut ditemukan baik ketika
menjalankan ajaran agama dalam bentuk
spritual, terlebih lagi dalam menjalan aturan-
aturan yang berhubungan dengan orang-orang
yang ada di sekitar. Di satu sisi, mereka harus
mampu menjalankan ajaran-ajaran Islam secara
ideal sebagai aktualisasi keyakinnya, sementara
di sisi lain meraka harus mampu menjaga
hubungan baik dengan masyarakat yang
berbeda keyakin dalam rangka menjaga
cksitensinya (Mubasirun, 2015).

Tantangan demi tanangan inilah yang
menuntut para ulama mekakukan inovasi dan
kreatifitas dalam berijtthad sehingga mampu
menjawab berbagai persoalan yang dihadapi
umat Islam yang tinggal di negara mayoritas
non muslim.  Figh al-Aqalliyat atau fikih
minoritas merupakan salah satu inovasi ijtihad
yang ditawarkan para ulama sebagai solusi atas
persoalan tersebut.  Istilah fikih minoritas
muncul pada awal tahun 1990-an. Para ulama
yang memberikan perhatian tinggi dalam
masalah ini, diantaranya Thaha Jabir al-Alwani
(Alalwani, 2010) Yusuf al-Qardlawi (Al-
Qaradawi, 2001), Khalid Muhammad Abdul
Qadir (Al-Qadir, 1998) dan Jamaludin
‘Athiyyah  (‘Atiyyah, 2007).  Thaha Jabir
menggunakan istilah ini pertama kali pada
tahun 1994 di saat Figh Council of North America
yang dipimpinnya memberikan fatwa boleh
bagi umat muslim Amerika memberikan

suaranya pada pemilihan presiden di Amerika,
yang notabene calonnya adalah non-muslim.
Setelah itu Thaha Jabir menulis sejumlah
tulisan, salah satunya yang paling berkenaan
dengan fikih minoritas adalah  Nagarat
Ta'sisiyah fi Figh al-Agalliyyat.

Di wilayah Eropa, Yusuf al-Qaradhawi
mendirikan  Eurgpean Council  for Fatwa and
Research (ECFR) pada tahun 1997. Lembaga ini
dimaksudkan sebagai  lembaga  yang
memberikan layanan hukum Islam pada
mayarakat minoritas muslim di Eropa. Sebagai
panduan Qardhawiy menulis buku khusus
berjudul Figh al-Aqgalliyyat al-Muslimat Hayat al-
Muslimin Wasth al-Mujtama'at al-Ukhra. Melalui
buku ini ia memberikan aturan-aturan umum
dan ketentuan hukum dalam fikh minoritas.

Pada penelitian ini penulis akan menkaji
tentang  konsep  fikih minoritas  yang
merupakan metode baru yang digunakan
ulama dalam berijtihad, serta mengkaji tentang
beberapa produk hasil ijtihad dengan metode
fikih minoritas seperti hukum mengucapkan
selamat hari raya terhadap pemeluk agama lain,
hukum pernikahan muslimah dengan non
muslim, menerima warisan dari non muslim
dan hukum memakan sembelihan non muslim.

METODE

Penelitian  ini merupakan studi
kepustakaan yang bersifat kualitatif dengan
beberapa pendekatan penelitian hukum. Secara
umum, terdapat beberapa pendekatan yang
akan  digunakan oleh  peneliti, seperti
pendekatan  fenomenologis  (fenomenological
approach). Di samping itu, dalam beberapa
kondisi, peneliti juga menggunakan
pendekatan konseptual (conceptual  approach),
pendekatan  kasus  (case  approach), serta
pendekatan perbandingan (comparative approach).
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan
menggunakan sumber data yang terdiri dari
buku dan artikel terkait dengan pembahasan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah studi dokumen, sedangkan teknik
analisisnya menggunakan teknik yang mengacu
pada konsep analisis data kualitatif (Bungin,
2007).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Fikih Minoritas

Fikih minoritas dalam literatur Arab
disebut figh agalliyat. Kata fikih, secara bahasa
berarti “paham yang mendalam”, sedangkan
secara istilah fikih adalah;

Oe Sl Agleal) Ao il HSaY) L alal)
Al ) asly

Artinya: ilmu tentang hukum-hukum
syarak yang bersifat ‘@maliyyah atau praktis yang
digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang rinci.
(Syarifudin, 1999).

Kata “amaliyyal” yang terdapat dalam
definisi tersebut menjelaskan bahwa fikih itu
hanya menyangkut tindak-tanduk manusia
yang bersifat lahir. Dengan demikian, hal-hal
yang bersifat bukan lahir, seperti masalah
keimanan atau akidah tidak termasuk dalam
ruang lingkup fikih.

Kata aqalliyyat berasal dari kata gallala yang
berarti sedikit, lawan dari banyak. Dalam
istilah fikih, Syekh al-Mahfuzh Bin Bayyah
dalam bukunya Shina’ah al-Fatwa wa Figh al-
Qaliyyat, mendefenisikan aqalliyyah (Bin Bayyah,
2018) dengan:

i Jsall e Wso Ule 5 e i 5l Cile sana
) i e e ) ol AR T el G
auledy)

Artinya:  Komunitas atau  kelompok
masyarakat dalam suatu pemerintahan yang
dalam hal etnis, bahasa, ras, atau agama
berbeda dengan kelompok mayoritas yang
berkembang.

Senada dengan Bin Bayyah, Yusuf
Qaradhawi (Qaradhawi,2001:67) menjelaskan
aqalliyah adalah:

0o el ) el 8 2 5l Ao sene S
i sl Al 5 5l s candall o ) 8 alal & i
1 padl Gle sanall L et 0 bl e @l

Artinya: komunitas tertentu pada suatu
negara yang berbeda dengan penduduk
mayoritas baik dari segi agama, mazhab, etnis,

bahasa atau hal-hal yang mendasar lainnya

yang membedakannya dengan komunitas
lainnya.

Dari dua defenisi di atas dapat difahami
bahwa agaliyyat adalah komunitas yang terdapat
pada suatu wilayah yang memiliki perbedaan
mendasar dengan kaum mayoritas, baik dari
segi etnis, warna kulit, bahasa atau agama.
Dalam konteks fikih, yang dimaksud dengan
minoritas adalah komunitas muslim yang
tinggal di berbagai negara yang mayoritas non
muslim.

Sebagai sebuah komunitas, minoritas
memiliki tiga karakteristik, pertama, dari segi
lebih  sedikit

penduduk yang mayoritas. Kedua, dari segi

jumlah; dari  keseluruhan

ketidakberdayaan: ~kaum minoritas  tidak
memiliki daya dan kekuasaan sehingga
membutuhkan perlindungan. Ketiga,
perbedaan identitas grup, etnis, budaya,

bahasa, dan agama. Kaum minoritas biasanya
memiliki ciri khas atau identitas tersenditi
seperti: kebangsaan, agama, atau bahasa yang
berbeda dengan penduduk mayoritas di suatu
negara

Menurut Thaha Jabir al-Alwaniy fikih
minoritas adalah Varian fikih yang memelihara
pertautan antara teks suci (hukum syar’i) dan
sebuah komunitas beserta
Fikih model ini
merupakan komunitas terbatas
yang khusus  yang
memungkinkan sesuatu yang tidak sesuai bagi

dimensi hidup
lingkungan hidup mereka.
fikih
memiliki  kondisi
orang lain menjadi sesuai bagi mereka. Cara

memperolehnya ~ membutuhkan  aplikasi
sebagian ilmu kemasyarakatan secara umum
juga ilmu sosiologi, ekonomi, dan beberapa
ilmu politik dan hubungan internasional secara
khusus (Alwani, 2001). Adapun menurut Bin
Bayyah yang dimaksud fikih minoritas adalah:
DIz A Jiamy (A alially ddlaial) gl alSaY)
aledll
fikih  yang
berhubungan dengan muslim yang hidup di

Artinya:  Hukum-hukum

luar negara/wilayah Islam (Bin Bayyah, 2018).
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Fikih minoritas adalah bentuk fikih yang
memelihara keterkaitan hukum syara’ dengan
dimensi-dimensi suatu komunitas dan dengan
Fikih ini
merupakan konsep fikih yang berlaku bagi

tempat di mana mereka tinggal.

komunitas terbatas yang memiliki kondisi

khusus  yang berbeda muslim
Istilah

menunjukkan bahwa mereka tidak tinggal di

dengan

mayoritas. “kharij  dar  al-Islan”’
negeri mayoritas muslim.

Diantara pilar fikih minoritas  yang
dirumuskan Yusuf Qaradhawi dalam bukunya
adalah; a) kewajiban untuk berijitthad secara
benar dan professional, b) memperhatikan
kaidah-kaidah fikih yang bersifat universal, c)
memperhatikan fikih realitas (figh al-waqi’), d)
menekankan pada fikih kolektif (masyarakat)
dan bukan hanya fikih individu, e) berbasis
metode yang memudahkan (manbaj al-taysir), f)
memperhatikan kaidah “fatwa hukum berubah
mengikuti perubahan kondisi, g) menggunakan
metode gradualitas hukum (tadarryj fi al-tasyrr’),
h) mengetahui hal-hal yang menjadi kebutuhan
primer dan kebutuhan sekunder manusia, dan
1) membebaskan diri dari fanatisme madzhab
(Al-Qaradawi, 2001).

salah

mengembangkan konsep fikih minoritas dari

Bin Bayyah, satu tokoh yang
ECFR merumuskan beberapa kaidah dasar

yang menjadi landasan operasional fikih
minoritas, yaitu;

Mudabkan dan menghilangkan kesukaran (5 smai
zal )

Merujuk pada pendapat Imam Syatibi, Bin
Bayyah berpendapat bahwa syariat tidaklah
dimaksudkan untuk meberikan beban yang
menyulitkan. Hal ini berdasarkan dalil, seperti
firman Allah Swt Surat al-A’raf 157, Surat al-
Bagarah 285 dan 286, Surat al-Hajj ayat 70,
Surat al-Nisa’ ayat 28 dan Surat al-Maidah ayat
7. Di sist lain Islam juga mengajarkan konsep
Rukhsah  dalam  kondisi
kebolehan jama’ dan qashar shalat, kebolehan

berbuka

darurat, seperti

dan kebolechan memakan yang

diharamkan dalam kondisi darurat (Bin
Bayyah, 2018). Argumentasi ini di gunakan
Bin Bayyah untuk menjadikan prinsip

memudahkan dan menghilangkan kesulitan
merupakan kaedah yang sangat relevan untuk
dijadikan dasar ijtihad fikih minoritas.
Perubahan fatwa karena pernbahan masa (S 58 s
Laa V) ),

Elastisitas dan fleksibelitas hukum Islam
dikaitkan

hukum Islam itu bisa bergerak

senantiasa dengan  sejauhmana

dinamis
seiring dengan perubahan zaman dan tempat.
Syari'ah sebagai sumber dan prinsip serta nilai
universal tidaklah berubah, tetapi pemahaman
dalam bentuk fikih bisa saja berubah dan
berkembang. Contoh yang sering dijadikan
justifikasi atas kaidah ini adalah keberanian
Umar bin Khattab untuk tidak memotong
tangan seorang pencuri, tidak memberikan
zakat kepada orang yang baru masuk Islam,
dan tidak melaksanakan hukuman pengasingan
dalam kasus zina seorang perawan. Sahabat-
sahabat Nabi yang lain dan ulama masa
berikutnya juga memiliki pengalaman yang
sama dalam hal membuat kesimpulan hukum
yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya.
Dalam hubungannya dengan ini, Ibn Rusyd
bahwa

beberapa hukum Allah yang sebab-sebabnya

menyatakan sesungguhnya  ada
tidak pernah ada pada masa awal Islam, maka
ketika sebab-sebabnya diketahui, dibuatlah
hukum dengan berdasar sebab-sebab itu.
Memposisikan kebutuban pada posisi darurat ( S35
55 pall Al jie dalal))

Menurut Bin Bayyah, makna darurat dalam
fikih  makro adalah

(kebutuhan) itu sendiri. Kesimpulan ini logis

terminologi al-hajah
karena suatu kondisi bisa dinyatakan dalam
kondisi darurat apabila sesuatu itu dibutuhkan,
tetapi ada kendala yang tidak memungkinkan

adalah
kebutuhan, sementara penghalangnya adalah

untuk  diaplikasikan.  Esensinya
faktor baru yang datang kemudian. Karena itu,

menempatkan kebutuhan dalam posisi darurat
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yang telah mendapat legitimasi kaidah untuk

yang
merupakan kunci pembuka masalah-masalah

membolehkan  sesuatu dilarang
kontemporer.
Mempertimbangkan kebiasaan (< =)

Pentingnya posisi 'u7f atau adat kebiasaan
dalam  teori hukum Islam  merupakan
kesepakatan para ulama ushul fikih. Posisi ‘w7
ini  menjadi  penting  karena  dalam
kenyataannya 'wsf itulah yang menjadi #be living
law (hukum yang hidup) dalam masyarakat.
Membiarkan dalil-dalil hukum Islam menjauh
dari kenyataan sosial sama maknanya dengan
mengebiri hukum Islam itu sendiri (Mun’im,
2021). Karena itulah maka teks dan konteks
dipertemukan, dalil hukum dan %/ar hukum
diteliti, serta kebiasaan yang berjalan baik
diakomodasi sebagai bagian dari hukum. Itulah
makna dari kaidah a/-'adab mubakkamab.

Masyarakat minoritas muslim di Barat
memang tinggal di wilayah mayoritas non-
muslim, tetapi tradisi dan kebiasaan yang baik
dan tidak menyalahi prinsip-prinsip universal
hukum Islam, maqashid al-syari'ah, perlu
dipertimbangkan sehingga hukum Islam yang
dianut bisa diaplikasikan dengan baik dalam
kehidupan keseharian mereka.
Mempertimbangkan akibat-akibat hukum ( S B3
eyl

Kaidah ini adalah inti dari kajian tentang
proses  menuju  kemaslahatan  karena
menekankan pada hasil akhir atau akibat
hukum yang dihasilkan dari suatu ketentuan
hukum. Menurut kaidah hukum ini, seorang
mufti harus mempertimbangkan akibat hukum
atau hasil yang akan tercipta dari ucapan atau
perbuatan yang akan ditentukan status
hukumnya.

Dalam kitabnya, a/-Muwafaqat, al-Syathibi
menyatakan bahwa mempertimbangkan akibat
hukum atau hasil akhir suatu perbuatan
merupakan tujuan yang dikehendaki syara'.
Ketelitian dalam hal ini menjadi penting, sebab

kadangkala perbuatan yang dianggap baik

berakhir
perbuatan

dengan kemafsadatan,
yang dianggap jelek
melahirkan kemaslahatan. Kenyataan seperti

sebaliknya
ternyata

ini adalah tantangan berat bagi mujtahid,
sechingga ia harus mengetahui betul tentang
magqashid al-syari'ah (Al-Syatibi, 2004).
Memposisikan masyarakat ummum pada posisi hakin
(o=l A yie delaal) Jy ),

Kaidah ini berangkat dari pengandaian
dalam figh klasik tentang kondisi apabila di
suatu daerah tidak terdapat hakim (al-gadhi),
muslim dengan peraturan yang berlandaskan
hukum Islam, maka siapakah yang akan
memberikan  keputusan  hukum  apabila
terdapat masalah yang memerlukan fatwa atau
putusan. Ulama berbeda pendapat dalam hal
ini, tetapi pengandaian ini menjadi kenyataan
yang hampir merata di kalangan minoritas
muslim yang tinggal di Barat, di mana Islam
bukan merupakan agama resmi dan hukum
Islam tidak memiliki keberdayaan sosial politik
untuk diterapkan.

Tujuan Fikih Minoritas menurut Yusuf
Qardhawi  (Al-Qaradawi, 2001)

berikut: (1) Membantu muslim minoritas

sebagai

untuk  menjalankan
baik

bersama. Schingga mereka tidak menemukan

agamanya di negara

mayoritas, secara individu maupun
kesulitan dalam mengamalkan agama dan
(2) Membantu

muslim minoritas dalam menjaga aktualisasi

berbagai urusan dunianya;

nilai-nilai keislamannya, baik aqidah, syariah,
akhlak, moral dan pemahamannya secara
umum, schingga shalat, ibadah, kehidupan dan
kematiannya tetap untuk beribadah kepada
Allah Swt; (3) Agar
muslim mampu melaksanakan kewajibannya

kamunitas ~ minoritas
untuk mendakwah risalah Islam yang mulia
kepada orang-orang yang hidup bersama
mereka dengan menggunakan bahasa yang
difahami,
mendakwahkan Islam dengan profesional,

dapat menjelaskan dan
serta berdialog dengan cara terbaik.; (4)

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap
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kalangan minoritas dengan nilai-nilai toleran
dan keterbukaan, sehingga tidak terkesan
mengisolasikan fikih dari dasar-dasarnya dan
tidak menjadikan mereka mengasingkan diri
dari  masyarakat  sosialnya; (5)  dapat
memberikan sumbangsih dalam mendidik dan
menyadarkan Muslim dengan menjaga hak-
hak, kebebasan mereka dalam beragama,
budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang telah
Dan

memudahkan dalam men jalankan kewajiban-

dilindungi  secara  undang-undang.
kewajiban; (6) Membantu kalangan minoritas
agar dapat melaksanakan kewajiban mereka,
baik kewajiban dalam beragama, berbangsa
dan bermasyarakat. Sehingga mereka tidak
ekslusif dalam bebagai urusan dan juga tidak
aturan-aturan

melangggar agama;  (7)

Menjawab  berbagai  pertanyaaan  yang
disampaikan oleh minoritas muslim
Problematika Muslim di Negara Non-
Muslim
Memakan Sembelihan Non-Muslim
Problematika umum yang dihadapi muslim
minoritas di negara barat adalah tentang
kebolehan

makanan yang bersumber dari hewan yang

untuk  menkonsumsi  produk
halal, seperti sapi, unta, ayam dan hewan halal
lainnya. Masalah ini terkait dengan status orang
yang menyembelihnya dan cara pelaksanaan

penyembelihan.

Ulama fikih sepakat bahwa haram
memakan hewan yang disembelih dengan
menyebut  nama  selain  Allah, atau

penyembelihan dilakukan dalam rangka ritual
agama lain dan atau tidak dilakukan dengan
cara penyembelihan sesuai ajaran Islam, seperti
dengan dipukul, dicekik atau menggunakan
mesin. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt;
SR Oal g il 2l g el Rile &aa
O81 Ly Aalailly A3 5all 5 83483005 Aty 4
el e A g 258 L ) @)
Allah  hanya
mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging

Artinya:  “Sesungguhnya

babi, dan binatang yang (ketika disembelih)
disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa

dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang
dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)
melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.” [QS. al-Bagarah (2): 173]
Namun ulama berbeda pendapat tentang
hukum sembelihan Ahli Kitab (Yahudi dan
Nashrani).
makan sembelihan Ahli Kitab asal yang

Sebagian ulama menghalalkan

disembelih binatang yang halal dimakan.
Mereka beralasan dengan firman Allah:
Oa i 1 4 5f Gl pladay gl &1 Ol 253

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-
baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang
diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan
kamu halal (pula) bagi mereka.” (QS. al-
Maidah: 5)

Menurut Ibnu Katsir, sebagaimana yang
diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Said
bin Jubair, Atha’, dan yang lainnya, bahwa
makna makanan ahli kitab dalam ayat tersebut
adalah  sembelthan  ahli  kitab.  (Ibnu
Katsir,1999:40). Sedangkan yang dimaksud
dengan istilah “ahli kitab” dalam Alquran
adalah orang yahudi dan nasrani yang tidak
masuk Islam. Karena yang dimaksud dengan
al-Kitab di sini adalah Taurat dan Injil, apabila
di depannya di tambahkan kata ‘ah/u’ (Ibnu,
1984).

Ulama yang membolehkan juga berdalil
dengan hadis-hadis yang menerangkan bahwa
Rasulullah pernah memakan makanan yang
disembelih oleh para Ahli kitab, seperti hadis;
Rasulullah Saw menerima hadiah dan tidak
memakan sedekah. Suatu ketika ada wanita
Yahudi di Khaibar
kepada beliau kambing panggang yang telah

yang menghadiahkan

diberi racun. Dan Rasulullah Saw makan
dagingnya. (HR. Abu Dawud)

Sebagian ulama  menyatakan = bahwa
sembelihan Ahli Kitab itu haram (Shaary &
Harun, 2020), dengan argumen bahwa ahli
kitab sejak zaman Nabi saw telah menganut
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kepercayaan syirik, tidak lagi percaya adanya

Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana

dinyatakan dalam firmanAllah SWT:

A0 YA e Ly 56 G A ) ) 506 Gl S

Rt V508 Gl (ldl 1ok e 1543 A 05 35
adl Llde

Artinya: “Sesungguhnya kafirlah orang-
orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah
salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-
kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang
Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang
mereka katakan itu, pastiorang-orang yang
kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan
yang pedih.” [QS. alMaidah (5): 73].

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
pendapat
syadz,
(mencegah kerusakan), berdasar pada sebuah
kaidah ushul figh:

Fladl Gla e axie duliall ¢ o
Artinya: Mencegah kerusakan didahulukan dari

cenderung kepada yang kedua

dengan  pertimbangan adz-dzari'ab

pada mengambil kemaslahatan.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat
difahami makanan sembelihan ahli kitab halal
di makan dengan ketentuan; a) disembelih
sesuai dengan aturan syariah; yaitu dengan
memutus tenggorokan, kerongkongan dan urat
leher, tidak dengan cara dicekik, ditembalk,
digebuk atau disentrum, b) penyembelihan
tidak dilakukan dalam rangka ritual agama atau
dengan menyebut nama selain Allah Swt.

Majelis  Fatwa setelah
mendiskuskan berbagai pandangan ulama dan

Ulama Eropa
menyimpulkan tentang pentingnya umat Islam
memperhatikan = syarat-syarat penyembelihan
yang berlaku dalam Islam dalam rangka
mengarapkan ridha Allah dan menjaga diri dari
menkonsumsi yang diharamkan. Untuk itu,
umat Islam diharapkan untuk tidak memakan
yang
penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat
Islam (Principles and Objectives of Figh, 2022).

berbagi produk makanan

Menerima Warisan dari Non-Muslim

Ulama empat mazhab sepakat bahwa
perbedaan agama antara pewaris dengan ahli
waris merupakan penghalang dalam kewarisan,
tidak  dapat

menerima warisan dari orang kafir, demikian

sehingga seorang muslim
juga sebaliknya, meskipun memiliki hubungan
kekerabatan atau pernikahan (Al-Zubhailiy,
2011).  Pendapat ini berdasarakan sabda

Rasulullah SAW,
DD Y ¢ AN Al & Y 06 e ade 4
Al

Artinya: Seorang muslim tidak menerima
warisan dari orang kafir, dan orang kafir juga
tidak menerima warisan dari seorang muslim.
(Bukhari, 1997:194)

Demikian juga sabda Rasulullah Saw;
158 Y« plas e A e 0 Ik JE 6

Artinya: Tidak saling mewarisi orang yang
berbeda agama sedikitpun”. (Tirmizi, 85)

Hadis-hadis ini difahami oleh jumhur
ulama sebagai larangan tegas tentang saling
mewarisi antara muslim dan kafir (Al
Nawawiy, 2018).

Berbeda dengan jumbhur, sebagian sahabat,
dan ulama di kalangan tabi’in seperti Muaz ibn
Jabal, Mu’awiyah ibn Abu Sofyan, Hasan, Ibn
Hanafiah, Said ibn Musayyab, Muhammad ibn
‘Alty, ibn Husain dan Masruq berpendapat
bahwa

warisan dari orang kafir, sedangkan seorang

seorang muslim dapat menerima

kafir tidak boleh menerima dari seorang
muslim.  Pendapat ini didasararkan hadis,
“Islam itu tinggi dan tidak yang lebih tinggi
darinya” (Al-Nawawiy, 2018). Demikian juga
Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang
muslim dapat menerima warisan dari budaknya
yang kafir, berdasarkan hadis, “Perwalian bagi
orang yang memerdekakan (Al-Zuhailiy, 2011).

Dalam konteks fikih minoritas, Yusuf al-
Qaradhawi sepakat dengan pendapat Mua’z
bersama sahabat dan tabi’in yang menyatakan
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orang Islam boleh menerima warisan dari
tidak  berlaku
sebaliknya. Pendapat Yusuf al-Qaradhawi ini

orang non-Islam, tetapi
berdasarkan beberapa riwayat zaman sahabat,
salah satunya adalah riwayat dari 'Umar,
Mu'adz,

memperbolehkan

dan Mu'awiyyah, bahwa mereka
Islam  menerima
tidak
memberlakukan yang sebaliknya (Maizal et al.,
2022).
dibandingkan dengan kebolehan orang laki-laki
perempuan ahli  kitab,
ahli kitab tidak boleh

menikahi perempuan muslimah.

orang

warisan  orang non-Islam, tetapi

Selain itu, kebolehannya ini juga

muslim menikahi
sementara laki-laki

Majlis Fatwa yang dipimpin Bin Bayyah
juga menfatwakan bahwa tidak haram orang
Islam menerima warisan dati kerebat mereka
yang non mulsim. Menurutnya, hal ini tidaklah
bertentangan dengan hadis “orang muslim
tidak boleh menjadi waris orang kafir dan
demikian sebalaiknya”, karena yang dimaksud
kafir dalam hadis ini adalah kafir harbi. Di
samping di awal Islam juga tidak diharamkan
seorang muslim menerima warisan dari kerabat
mereka yang non muslim (Bin Bayyah, 2018).

Lebih Yusuf  al-Qaradhawi
menyatakan bahwa dimensi kemaslahatan

lanjut

menerima warisan dari non-muslim akan lebih
besar daripada membiarkan harta waris itu
dikuasai umat non-muslim yang kemungkinan
akan dipergunakan untuk kepentingan maksiat
atau pengembangan agama mereka. Untuk
tidak terkesan menentang derajat shahih dari
hadits tentang larangan saling mewarisi antara
orang Islam dan orang non-Islam tersebut di

atas, Yusuf Qaradhawi melakukan zakwi/
sebagaimana  pengikut madzhab  Hanafi
melakukan fakwi/ pada hadits; "Seorang

muslim tidak boleh dibunuh hanya karena
membunuh orang kafir."Menurut mereka,
orang kafir yang dimaksudkan adalah orang
kafir harbi yang memerangi Islam. Oleh karena
itu, larangan saling mewarisi juga berlaku
hanya antara muslim dan kafir Jarbi (Al-

Qaradawi, 2001).

Muslimah dengan Suami Non-Muslim

Kasus istri muslimah dengan suami non
muslim sangat berpotensi terjadi di negara
minoritas muslim. Hal ini terjadi ketika
seorang wanita non muslim masuk Islam
sementara suami dan keluarganya tetap non
muslim. Problematika yang muncul adalah
apakah ia akan tetap mempertahan kehidupan
rumah tangganya atau berpisah dengan
suaminya.

Apabila terdapat seorang istri muslimah
dengan suami non muslim, maka ada tiga
pendapat populer di kalangan ulama; pertama,
Batal akad nikah dengan masuk Islam salah
satunya. Ini merupakan pendapat Hasan al-
Bashri, Atha’ ibn Abu Rabah dan ‘Ikrimah.
Pendapat ini juga diikuti oleh oleh ulama
Malikiah, Syafiiyyah dan hanabilah; Kedua,
Batal nikah apabila suami lebih dahulu masuk
Islam, dan istrinya tidak masuk Islam
meskipun sudah ditawarkan kepadanya; Ketiga,
Aqad nikah tidak batal secara mutlak kecuali
dengan putusan hakim (Ibrahim, 2013).

Ibnu Qayyim dan gurunya, Ibn Taymiyyah
berpendapat bahwa seorang istri yang masuk
Islam, sementara suaminya masih non muslim
boleh tetap bersama suaminya bertahun-tahun
seraya berharap suaminya masuk Islam,
dengan catatan bahwa keduanya tidak boleh
melakukan hubungan suami-istri. Sementara
itu Yusuf al-Qaradhawi
sebagai pilihan yang kurang tepat karena

tabiat

menganggapnya

bertentangan dengan dan

kecenderungan psikologis manusia untuk tetap
terlebih
ketika cinta dan kasih sayang di antara mercka

melakukan hubungan  suami-istri,

masih ada. Karena itulah Yusuf al-Qaradhawi

memilih  pendapat  yang  memberikan
keleluasaan bagi suami-istri tersebut untuk
tetap sebagai  suami-istri selama  tidak
dipisahkan oleh penguasa (Al-Qaradawi,
2001).

Sebagai argumentasi pendapatnya Yusuf
Qaradhawi menjelaskan beberapa alasan; (a)
Tidak terdapat nash yang gath’i dan ijma’ yang
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menjelaskan hal ini, (b) Akad nikah yang
terjadi sebelum Islam dipandang sah setelah
masuk Islam, karena nikah tidak batal kecuali
dengan hal yang meyakinkan, dan perbedaan
agama tidak termasuk hal yang meyakinkan
untuk membatalkan pernikahan karena tidak
ada nash dan terdapat perbedaan pendapat
ulama, (c) Tidak terdapat sunnah Nabi yang
memisahkan  seorang  perempuan  dari
suaminya atau sebaliknya di saat salah satunya
masuk Islam dan juga tidak terdapat perintah
Nabi Saw untuk melakukan hal itu.
Mengucapkan Selamat Hari Raya Non-
Muslim

Keberagaman agama di Negara Barat
merupakan hal yang lazim, akibatnya dalam
melakukan interaksi banyak umat Islam yang
berhadapan dengan situasi harus mengucapkan
selamat hari raya kepada tetangga, teman kerja
atau bahkan keluarga yang tidak beragama
Islam. Dalam berbagai lembaga-lembaga fatwa
di negara-negara Islam, mayorias ulama
mengharamkan untuk mengucapkan selamat
natal atau hari raya umat lain.

Ibnu Taimiyah, Ibnul Qoyyim dan para
pengikutnya seperti Syeikh Ibn Baaz, Syeikh
Ibnu bahwa
mengucapkan selamat Hari Natal hukumnya

Utsaimin berpendapat
adalah haram karena perayaan ini adalah
bagian dari syiar-syiar agama mereka. Allah
tidak meredhoi adanya kekufuran terhadap
hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya di dalam
pengucapan selamat kepada mereka adalah
tasyabbuh (menyerupai) dengan mereka dan
ini diharam kan. Diantara bentuk-bentuk
tasyabbuh antara lain Ikut serta didalam hari
tersebut dan mentransfer

raya perayaan-

perayaan mereka ke negeri-negeri islam.
Mereka juga berpendapat wajib menjauhi
berbagai perayaan orang-orang kafir, menjauhi
dari sikap menyerupai perbuatanperbuatan
mereka, menjauhi berbagai sarana yang di guna
kan untuk menghadiri perayaan tersebut, tidak
didalam

menyerupai perayaan hari raya mereka, tidak

menolong seorang muslim

mengucapkan selamat atas hari raya mereka
serta men jauhi pengguna an berbagai nama
dan istilah khusus didalam ibadah mereka
(Sulaeman, 2019)
Menurut  Yusuf
ECFR nya
mengucapkan selamat hari raya kepada mereka
dibolehkan dengan dalil firman Allah Swt
Surat al-Muthanah ayat 8 dan 9:
A5 ol b AHE A ol e B Al Y
Eanh 0 ) gl sty 24 558 0 2 100 G 6520
Ol (b B8 el e A Rl W) 8( Lol
3 3155 O &A1 e 1yt 2 s G g3 040
)9 EosAlal) 2h Gl 6 23135
Menurutnya ayat ini secara tegas dan jelas

Qardhawiy — melalui

Lembaga menyatakan bahwa

mengajarkan dua pola interaksi dengan non
muslim, yaitu bersikap adil dan berbuat baik
kepada mereka selama mereka tidak memusuhi
umat Islam, serta mereka tidak berteman atau
bersekongkol  dengan  orang-orang  yang
memusuhi Islam. Berlaku adil maksudnya
adalah tidak mengurangi haknya, sedangkan
yang  dimaksud  berbuat  baik  adalah
memberikan sebahagin hak kita pada mereka.
Menyampaikan ucapan selamat hari raya
adalah perbuatan yang dibolehkan karena
termasuk berbuat baik ketika pengucapan itu
memberikan efek positif dalam pola interaksi
kemanusian; sedangkan yang tidak dibenarkan
adalah mengikuti ritual keagamaan non muslim
(Al-Qaradawi, 2001).

Bin Bayyah, seorang ulama di Eropa dalam
kitabnya Shina'ah al-Fatwa wa al-Figh ak-
Aglliyyat menjelaskan bahwa ulama berbeda
pendapat tentang hukum  mengucapkan
selamat hari raya bagi pemeluk agama lain. Di
kalangan Hanabilan saja ada tiga pendapat;
melarang, mekaruhkan dan membolehkan.
Riwayat yang mebolehkan bersumber dari
Imam Ibn Taimiyyah yang mebolehkan apabila
di dalamnya terdapat mashlahah. Dan inilah
pendapat yang diikuti oleh Bin Bayyah,
sehingga ia membolehkan untuk memberikan
selamat  hari takziah dan

ucapan raya,
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menjenguk orang sakit mereka (Arif, 2020; Bin
Bayyah, 2018)

KESIMPULAN

Fikih  minoritas merupakan sebuah
inovasi ijtihad solutif dalam menyelesaikan
berbagai problematika umat Islam di negara-
negara mayoritas non muslim. Dengan ijtihad
ini kaum muslim yang berada di negara-negara
barat dapat menjalankan nilai-nilai Islam secara
ideal, tanpa harus bersikap ekslusif dengan
lingkungannya.

Produk fikih minoritas sangat relevan
dengan prinsip-prinsip ijtihad yang ada dalam
kaedah  fikih
memudahkan dan menghilangkan kesulitan (a/-

secara  umum,  seperti
taisir wa raf’ul haraj), bertahap dalam penetapan
hukum (a/-tadarruj fi al-tasyri’), perubahan fatwa
dengan perubahan tempat dan waktu (Zaghayyur
al-fatwa bi taghayyur al-amkan wa al-agminah), dan
berbagai kaedah fikih dan ushul fikih lainnya.
Karena mempertimbangkan mashlahah
bagi umat minoritas di berbagai negara, ijtithad
fikih minoritas memang menghasilkan produk
hukum yang berbeda dengan ijtithad fikih
secara umum, seperti kebolehan mengucapkan
selamat hari raya bagi umat agama lain,
kebolehan seorang muslim menerima warisan
dari non muslim dan kebolehan seorang istri
muslimah bertahan untuk waktu tertentu
bersama suaminya yang non muslim. Ijtihad ini
berlaku  di

minoritas, dan tidak relevan di negara yang

tentu  hanya

negara-negara
umat Islamnya mayoritas.
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